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BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 5'?)

WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WAUKOTA SURAKARTA

NOMOR: \f iArWH ~Oll

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Surat Edaran Menterl Dalam Negeri Nemer 900/079/BKAD tanggal

12 Pebruari 2008 tentang Pedeman Penyusunan Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah;

a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelelaan keuangan serta penyampalan laperan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara tepat waktu,

maka per:u disusun berdasarkan sta,ndar akuntansi

pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka menlndakJanjuti Pasal 185 Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nemer 7 Tahun 2010 tentang Pekek -

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakc.n bahwa

Wallkota berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan

menetapkan Kebljakan Akuntansi;

c. bahwa berdasar,kanpertimbangan sebagaimana dlmaksud huruf

a dan huruf b dlatas, mtlka perlu menetapkan Peraturan

Wallketa tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Keta

Surakarta;

1. Undang-Undang Nemer 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Keta Besar dalam lingkungan Propinsl Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istlmewa
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Yogyakarta ( Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 45);

'.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 t~ntang .

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsl,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republlk Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone.>ia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharnan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republlk Ind:mesia

Nomor 'H37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang

Perubahcln Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Daria

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SI~em
Informasl Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lemba~n' Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerinl:ah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Pepublik Indonesia Nomor 4614);

13. Peratura'1 Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negar< Republlk
Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan PresiejenNomor 1 Tahun 2007 tentang PengeSahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang -

Undangan;
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Memperhatikan

Menetapkan

17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahttrl 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WAUKOTA SURAKARTA TENTANG KEBDAKAN

AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerlntah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonoml dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem d~n prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagal unsur

penyelenggara pemerlntahan daerah.

4. Walikota adalah Wallkota Surakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat

daerah pada pemerlntah daerah selaku pengguna anggaranl pengguna barang.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dlsebut PPKD adalah kepala

satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

keuangan.
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7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak

dalam kapasitas sebagai BenC:3hara Umum Daerah.

8. Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai paSisi keuangah dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

9. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,

dan pemakaian sumber daya ekonomi y3ng dikelola oleh pemerintah daerah, yang

menggambarkan perbandingan antara realisasi dan angg3ran dalam satu periode

pelaporan.

10. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

11. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber

penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldc kas pada

tanggal tertentu.

12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan

penjelasan naratif, analisis atau standar terinci atas nilai suatu pos yang disajlkan

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

13. Entitas pelaporan adalah unit pemerlntahan yang terdlri atas satu atau leblh entitas

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

14. Entitas Akuntansi adalah SKPD pada pemerintahan daerah selaku KiJasa Pengguna

Anggaran dan oleh karenanya wajlb menyelenggarakan akuntansl dan menyusun

laporan keuangan untuk dlgabungkan pada entitas pelaporan.

15. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian

atau peristiwa dalam catatan akuntansi.

16. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan

setiap pos dalam laporan keuangan.

17. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksl atau peristiwa

lainnya pada saat transaksl dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatlkan saat kas

atau setara kas dlterima atau dlbayar.

18. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksl atau peristlwa

lainnya pada saat kas atau setara kas dlterlma atau dlbayar.

19. Basis Kas MenUju Akrual adalah mengakui sellJruh transaksl pendapatan, belanja dan

pembiayaan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan mangakui

seluruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksl dan peristlwa Itu tarjadi

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar untuk penyajian

pada Neraca.

20. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonoml dan/ atau
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sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

21. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat seperti bunga,

deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan-

kemampuan dalam rangka pelayanan, kepada masyarakat.

22. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dlgunakan

untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

23. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan

pengeluaran pemerintah daerah.

24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerlmaan dan

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

25. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesalnnya

mengakibatkan allran keluar sumber daya ekonoml pemerlntah.

26. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupi'lkan

gabungan keseluruhan laporan keuangan entltas pelaporan sehlngga tersajl sebagal

suatu entitas tunggal.

27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dlbayar kembali dan/ atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun angg~ran bersangkutan

maupun tahun-tahun anggaran berlkutnya, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defrslt atau memanfaatkan surplus anggaran.

28. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang dlakul sebagai penambah

nilai kekayaan bersih.

29. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain.

30. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan

lain.

31. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan berslh.

32, Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja

daerah.

33. Defrsit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja

daerah.

34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sellsih leblh

realisasi penerimaan dan pel 'geluaran anggaran selama satu periode anggaran.

35, Pinjaman Daerah adalah srmua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
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sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang darl pihak lain sehingga

daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

36. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah

dan/atau hak pemerlntah daerah yang dapat dlnilal dengan uang sebagal akibat

perjanjiiln atau aklbat lalnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau

akibat lainnya yang sah.

37. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu perlode pelaporan.

Pasal2

(1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan

pemerintah daerah yang terdiri dart :

a. Laporan ReallsaslAnggaran.

b. Neraca

c. Laporan Arus Kas.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang

disampaikan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan

pemerintah, yang terdiri dari :

a. Laporan RealisasiAnggaran.

b. Neraca

c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

BABII
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah i<ota Surakarta terdiri atas prinslp-prlnslp, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dlpillih oleh

Pemerlntah Kota Surakarta dalarr. penyusunan dan penyajlan laporan keuangan.

Pasal4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual

Standar Akuntansi Pemerlntahan.
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Pasal5

•Kebijakan akuntansi pemerlntah daerah mengatur mengenal :

a. penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rang~a menlngkatkan

keterbandingan laporan keuangan balk terhadap anggaran, antar perlode. maupun

antar entitas akuntansi;

b. dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kota Surakarta

dalam rangk~ memenuhi tujuan akuntabllitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan;

c. dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka

memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan;

d. dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas yang memberikan informasl historis mengenai

perubahan kas dan setara kas Pemerintah Kota Surakarta dengan mengklasifikaslkan

arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktlvitas

pembiayaan, dan aktivitas non anggaran selama satu periode akuntansi;

e. dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang dlperlukan pada catatan atas laporan

Keuangan yang memuat hal-:lal yang mempengaruhl pelaksanaan anggaran pada

tahun berkenaan, serta daftor-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang

dianggap perlu untuk dljelaska.l;

f. dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban,

ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan

keuangan;
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g. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan

peristiwa luar biasa;

h. penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD

sebagai Pengguna Anggaran dan SKPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan

pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan

keuangan;

Pasal6

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dlmuat dalam

Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran berkenaan.



,...

BAB 111

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Uraian Kebijakan Akuntansi sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak,
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

~OII

~~~PTA SURAKARTA,

~
oWIDODO t 8C-

.~
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Diundangkan di Surakarta
pada A~ Q¢~W ~Oll

l'
S H KOTA SURAKARTA,

o

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 5~
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